PUTUSAN
Nomer 1229/Pdt. G/2016/PA. Tmk

a1 (s

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis tefah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

I rur 26 tahun, agama siam,

pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Paozan RT.002 RW. 010 kelurahan Parakanyasag
Keoamatan Incihiang Kota Tasikmalaya, sebagai Penggugat;
melawan
I . rur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
buruh, pendidikan -, tempat kediaman di Bojong Tritura RT.003
KW, 020 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota
Tasikmalaya, sebagar Tergugat,
Pengadilan Agama tersebut,
Telah mempelajarn berkas perkara;
Telzh mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan,
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2016
talah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Tasikmzlaya dengan Nomor
1229/Pct. G/2016/PA Tmk, tanggal 29 Agustus 2018, dengan dalil-dall sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal Q7 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, tercatat
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomer | 699/07/X/2012, Tanggal 08
Oktober 2012;
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2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Pengougat dan selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri, dan sudah dikarunizi keturunan 1 {satu) crang anak;

3. Bahwa Kurang lebih sejak Desember 2012 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan juga
Tergugat kurang memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat,
sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

4, Bahwa puncak keretakan bubungzn rumah tangga antara FPenggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebinh pada Aprl 2018, yang
akibatnya Penggugat dan Tergugat teiah berpisah rumahftempat finggal
selama Kurang lebih 5 {lima) bulan lamanya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah
fangga dengan Tergupat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila nimah
tangga fersebut dilanjutkan akan lebhh bhanyak madlarat dar pada
maslahatnya;

Berdasarkarn alasanfdalil-dalii diatas, gugatan Penggugatl fglah
memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar Xetua Pengadilan
Agama Kela Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, setanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabutkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat _
B e Pengouset N

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat fain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggll secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 1229/Pdt G/201B/PA Tmk tanggal 068 September 2016
dan 19 September 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa maijelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan paiut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalildall gugatan, Penggugat felah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

2. Fotokopi KTP atas nama [
(Penggugat) Nomor : ||| T=nos2' 14 Oktober 2012

yang dikeluarkan cleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukli
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan felah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

b. FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 695/07/X/2012 Tanggal 08
Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

. [ . 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Suruh, tempat kediaman di Ko.Paojan RT.02 RW.10 | Kelurahan
Parakarhonje, Kecamatan Indiniang, Kota Tasikmalaya, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan mamiliki
hubungan dengan Fenggugat sebagai Paman Penggugat,

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
07 Oktober 2012;
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- Bahwa, saksi mengelahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Desember tahun 2012, sudah tidak rukun lagi sering
terjadi pertengkaran:

- Bahwa, perselisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah dilihat dan didengar langsung ;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab kelidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat sering berlaku kasar kepada tergugat dan Juga
Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga
Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah selama 5 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. — urmur 45, agama Islam, pekerjaan |bu

rumah tangga, tempat kediaman dJi Kp. Pacjan RT.02 RW.10 ,

Kelurahan Parakanhonje, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat,

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 07 Ckiober 2012;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 1 arang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi hamonis, sering terjaci perselisihan dan
pertengkaran Desemnber tahun 2012 yang mengakibatkan antara
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Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan
famanya sampal dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

-  Bahwa, persefisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 1 kali;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering
berlaku kasar kepada tergugat dan Juga Tergugat kurang memberi
nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menenma
dengan keadaan tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Babhwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan metihat Keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerar;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mehon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalarn berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUHUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa temyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan puta tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara versiek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat {verstek),
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasat 39 Undang-undang Momor 1
Tahun 1%74, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1389, sebagaimana
telah divbah dengan Undang-undang Nemor 3 Tahun 2008 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Momor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menaschatt Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskar;

Menimbang, bhahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis fidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal ¥ ayat {1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkah sepanjang
bergasarkan hukum dan beralasan, oleh karena U majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatanrya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk} yang
merupakan akia otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memsnuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembukiian yang sempuma dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, babwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
metupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelon dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengehai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuklian yang sempurmna dan mengikat (volfedig en
bindende bewijskracht),
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah MNomor @ Tahun 1875 Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat,

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Femerntah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum |slam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Fenggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar tangsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karsna itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan sakst tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum |slam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadazan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakita vang pernah dilibat dan didengar langsung
sebanyak 1 kali dan relevan dengan dali yang harus dibuktkan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiii sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena ity
keterangan dua crang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Pengqugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1.  Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama lslam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugal dan Tergugat merupakan suami isterl yang menikah
pada tanggal 07 Oklober 2012 di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dikaruniai 1 orang anak ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember tahun
2012 hingga =saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan
bertengkar:

5. Bahwa perselisthan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat sering berfaku kasar kepada tergugat dan
Juga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga
Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

6. Bahwa akibat persefisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat sering berlaku kasar kepada
tergugat dan Juga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penrggugat,
sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan fersebut dan
selama ftu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
metaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suarmi istern;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan telapi tidak berhasil, karena
Penggqugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

%¥. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduvanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berkut:
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I. Bahws Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
berternpat  tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotz
Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adatah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah {marrage
breakdowr) sehingga rumab tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi {onhesi baar
tweespall),

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkenstituir sebagai berikut:

I. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Istam dan Penggugat
bermempat tinggal i wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1} dan (2}, jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 198% sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nemor 3 Tahun 2006 dan perubshan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Femenntah Nemer 9 Tahun 1875, jo, Pasal 132 ayat {1) Kompiasi Hukum
Islam, perkara ini merwpakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Keta
Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah teriadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak menpunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standi in fudicin), dan perkara ini
menjaci kompetensi absolut Pengadilan Agama;
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Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

Lad

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dan Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lgna juz Il halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Adlh LAl ade 3l lgagil da gl 48 ) ae 2SN
Artinya: "Disaat islri telah memuncak rasa fidak suka lerhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatubkan talak (suami) nya dengan lalak
satu,

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalf), sehingga tujuan
pernikahan unfuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Quran
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah,

fllaall cila e adha duliall 5 38

‘Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan®

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
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Pasal 116 huruf (A Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkar;

3. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (cnrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul}, dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, cleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugsat yang akan
dijatuhkan adalah talak yamg kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Isiam, majelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istert, yang mana akibat hukurm
dari talak satu ba’in sughrz adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undarg-undang Nomor 3
Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmataya
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Urdang Nomor 7 Tahun 1589
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
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Disclaimer

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat_

4, Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Indihiang Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar
yang tersedia untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masefi,
bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Asep Ridwan
Hotoya, S HI. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan
Ahmad Rifai, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

o .

RISL ALIPIAH

Supian Daelani, 5.Ag., MH. :ﬂ.sep Ridwan Hotoya,S.Hl..M.Ag..
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Hakim Anggota

Ahmad Rifai,5.HI.
Panj Pengganti

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2 Proses : Rp. 40.000,-

3. Panggilan : Rp. 225.000.-

4. Redaksi : Rp. 5.000.-

5. materai : Rp. 6.000. -
Jumlah Rp. 306.000.-

{tiga ratus enam ribu rupiat)

Pemberitabuan isi
Putusan Tanggal : ... 32 7le (e

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal : ..[.717 (@ "0
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